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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Pelanggaran Hukum 
Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu 
perbuatan melanggar.  Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan 
suatu aturan.  Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk 
melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan 
peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran adalah wetsdelicten, artinya 
perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena 
undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut 
pelanggaran (mala quia prohibita). Pelanggaran dibedakan dengan 
kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan 
dengan kejahatan.   
Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau 
narapidana disuatu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, 
maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang 
dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan 
di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.   
Hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang keamanan dan ketertiban lapas atau rutan yang 
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didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para 
tahanan dan narapidana. 
2.2 Pengertian Narapidana 
Pengertian narapidana menrut kamus bahasa Indonesia adalah orang 
hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) 
atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono 
mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis 
bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan 
narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat 
untuk belajar bermasyarakat dengan baik.Sedangkan menurut Dirjosworo 
narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena 
melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakimuntuk 
menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana 
adalahseseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani 
persidangan,telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu 
bangunan yang disebut penjara. 6 
Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat 
karenaberlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang 
yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum 
pidana) mengatur macam - macam pidana sebagai berikut : 
                                                          
6 Ampo Upe, Tradisi Aliran dalam Sosiologi, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010. Hlm. 193. 
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a) Pidana Pokok, terdiri dari : 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
b) Pidana tambahan, terdiri dari : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan 
pelanggarhukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam 
melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. 
Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang 
menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus 
oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan 
narapidana. 7 
Jadi yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah 
melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh 
hakim yang putusan nya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, 
yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani 
masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaaan. 
                                                          
7 ALDIAN HARIKHMAN, SH., MH., Pengertian Narapidana, https://aldianharikhman.
wordpress.com, diakses 5 juli 2018 
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2.3 Jenis Lembaga Pemasyarakatan 
Peraturan mengenai Lapas sudah diatur dalam Undang-Undang No. 
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang No. 12 
Tahun 1995 tidak diatur secara spesifik mengenai jenis Lapas, paling 
mendekati adalah bahwa dalam rangka pembinaan di Lapas dilakukan 
penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, 
jenis kejahatan, dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau 
perkembangan pembinaan (Pasal 12 UU 12/1995). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) antara lain:8 
a) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas 
berfungsi melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. 
Pembinaan di dalam Lapas dilakukan terhadap: 
1) Narapidana 
2) Anak didik Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan di klasifikasikan sebagai berikut : 
                                                          
8 Hukum online.com, penggolongan lembaga pemasyarakatan, http://www.hukumonline.
com, diakses 5 juli 2018 
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Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan 
faktor usia dan jenis kelamin.  
1) Lembaga Pemasyarakatan Umum. Untuk menampung narapidana 
pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.  
2) Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia 
lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.  
3) Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana 
pemuda yang berusia 18-25 tahun.  
4) Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari : Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Pria Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Wanita.9 
Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, 
tempat kedudukan dan kegiatan kerja.  
1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Terletak di Ibukota Provinsi 
dengan kapasitas lebih dari 500 orang.  
2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terletak di Kota madya/ 
kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang. 
3) Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Terletak di daerah setingkat 
Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.10 
 
                                                          
9 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun, Profil Lembaga, https://www.lapassar
olangun.com, diakses 15 Januari 2020 
10 Ibid. 
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b) Rumah Tahanan (Rutan)  
 Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara 
sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri 
atau mengulangi perbuatannya. Penghuni Rutan adalah tersangka atau 
terdakwa. 
c) Cabang Rutan 
 Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 
1983, pada fungsinya Cabang Rutan adalah sama dengan Rutan. 
Perbedaannya dengan Rutan adalah Cabang Rutan merupakan 
substitusi apabila diperlukan tambahan tempat yang berbeda lokasi 
dalam hal sudah ada Rutan dalam satu Ibukota dari Kabupaten atau 
Kota. 
d) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) 
 Rupbasan adalah tempat benda atau barang yang disita oleh Negara 
untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap Ibu 
kota Kabupaten atau Kota. 
e) Balai Pemasyarakatan (Bapas) 
 Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 
Pemasyarakatan. Bapas berfungsi melakukan pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Pembimbingan di Bapas dilakukan terhadap: 
1) Terpidana bersyarat; 
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2) Narapidana Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat 
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan 
sosial; 
4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan 
sosial; 
5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 
dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 
2.4 Hak Dan Kewajiban Narapidana 
Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-
hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada 
ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak 
mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat 
remisi. Untuk itu dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 
tegas menyatakan narapidana berhak :11 
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
                                                          
11 Daud Pinasthika, PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA, http://e-journal.uajy.ac.id, 
diakses 5 juli 2018 
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d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
e) Menyampaikan keluhan 
f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang 
g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya 
i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
Keluarga 
k) Mendapatkan pembebasan bersyarat 
l) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan 
m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundangundangan yang berlaku.12 
Salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana 
untuk mendapatkan keringanan hukum seperti remisi berdasarkan Peraturan 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas, Dan Cuti Bersyarat pada Pasal 5 yaitu :  
                                                          
12 Pasal 14, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.  
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(1) Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah 
memenuhi : 
a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana  
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. 
(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dibuktikan dengan:  
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; 
dan 
b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Lapas dengan predikat baik. 13 
Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu 
diperhatikan adalah bahwasanya Remisi diberikan kepada narapidana dan 
anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang 
membantu kegiatan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Adapun 
pembatalan remisi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dalam 
Pasal 133 yaitu : 
                                                          
13 Pasal 5, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 
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(1) Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian Remisi, Asimilasi, 
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak. 
(2) Usul pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan 
apabila Narapidana dan Anak melakukan: 
a. tindak pidana; 
b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku 
register F; dan/atau 
c. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku 
untuk usulan pemberian Remisi.  (3) Keputusan yang telah dicabut 
segera dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.14 
2.5 Tata-Tertib Lembaga Pemasyarakatan 
Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 
Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah 
Tahanan Negara, pada Bab II mengenai kewajiban dan larangan yang 
tercantum dalam Pasal 3 dan 4 yaitu :  
Setiap Narapidana atau Tahanan wajib: 
a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang 
dianutnya serta memelihara kerukunan beragama; 
                                                          
14 Pasal 133, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 
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b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; 
c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas; 
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma 
kesopanan; 
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan 
hunian; dan 
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan.15 
Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang: 
a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain 
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; 
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 
c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 
d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala 
Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang 
berwenang; 
e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatandalam 
menjalankan tugas; 
                                                          
15 Pasal 3, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 
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f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 
berharga lainnya; 
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan 
lain yang berbahaya; 
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 
dan/atau alat elektronik lainnya; 
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti 
laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, 
dan sejenisny; 
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat 
menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 
terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau 
tamu/pengunjung; 
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
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p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan 
Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang 
sejenis; 
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas 
Pemasyarakatan; 
r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan kese
lamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, p
engunjung, atau tamu; 
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan 
v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan 
dan ketertiban Lapas atau Rutan.16 
 
2.6 Jenis Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran 
Tata Tertib 
 Hukuman bagi narapidana yang melakukan pelanggaran keamanan 
dan ketertiban LAPAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 
Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 
2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahanan 
Negara ini di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu : 
Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: 
                                                          
16 Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 
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a) Hukuman disiplin tingkat ringan; 
b)  hukuman disiplin tingkat sedang; atau 
c) Hukuman disiplin tingkat berat.17 
(1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi: 
a) Memberikan peringatan secara lisan; dan 
b) Memberikan peringatan secara tertulis. 
(2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi: 
a) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan 
b) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu 
berdasarkan hasil sidang tpp. 
(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. 
(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: 
a) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat 
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan 
b) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti 
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan 
bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. 
(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan 
dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H. 18 
 
                                                          
17 Pasal 8, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 
18 Pasal 9, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 
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2.7 Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota 
Malang 
Program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yakni 
dengan pembinaan mental spritual, pendidikan agama, dan budi pekerti. 
Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap 
penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama 
masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati. 
Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental 
narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah 
dilaksanakan pembinaan. Dengan demikian selama menjalani masa 
pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat 
sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam lembaga 
pemasyarakatan, dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah 
selesai menjalankan masa pidananya narapidana berhasil memantapkan 
kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap 
masa depannya. Tindakan yang dilakukan lapas tersebut adalah suatu 
implementasi dari usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga 
merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan 
hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang 
terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem 
Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.19 
                                                          
19 Surya.co.id, Pembinaan Narapidana, http://surabaya.tribunnews.com, diakses 28 juni 
2018 
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Agar tidak terulang lagi kejadian serupa yakni narapidana berkelahi 
dan melakukan penganiayaan terhadap narapidana lain dibutuhkan suatu 
metode pembinaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu 
diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu 
diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti misalnya 
menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup 
bermasyarakat. 20 
Metode-metode yang digunakan adalah melalui pendekatan keatas dan 
kebawah Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Lapas terhadap narapidana 
sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan tersebut 
merupakan pendekatan yang memperbolehkan narapidana untuk memilih 
atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan 
bakatnya.21 
1. Metode pembinaan dari atas kebawah  
Dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau 
narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang 
disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya. Seluruh narapidana yang beragama 
Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Rabu dan sholat 
berjamaah, sedangkan umat Kristen dihimbau mengikuti kebaktian 
di Gereja. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman 
                                                          
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan 
tidak mengulangi tindak pidana lagi.22 
2. Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan 
dan metode kelompok.  
Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini 
diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian 
narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, 
latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta 
bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi 
kemampuan serta kepribadian narapidana masingmasing. 
Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap 
narapidana tidak sama satu dengan yang lain. Metode ini diterapkan 
pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap 
narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas 
mengelompokkan narapidana-narapidana yang melakukan suatu 
kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu 
kelompok terdiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang.23  
3. Pembinaan yang diberikan bersifat persuasif edukatif 
Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk 
mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan 
                                                          
22 Surya.co.id, Pembinaan Narapidana, http://surabaya.tribunnews.com, diakses 28 juni 
2018 
23 Ibid. 
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memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam 
itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang 
terpuji. Disamping itu petugas lapas juga menganggap bahwa 
narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harga 
diri dan martabat seperti manusia yang lainnya.24  
4. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan berkelangsungan 
Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan 
yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai 
keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat 
sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. 
Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan 
kemampuan masing-masing narapidana.25  
5. Pembinaan dilakukan dengan narapidana bersifat kekeluargaan. 
Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas 
memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan 
bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang 
yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari 
masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas 
menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. 
Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan 
keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.26  
                                                          
24 Ibid. 
25 Surya.co.id, Pembinaan Narapidana, http://surabaya.tribunnews.com, diakses 28 juni 
2018 
26 Ibid. 
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6. Pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang 
lain.  
Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap 
narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana 
yang satu dengan yang lain sama. Ada pembedaaan pembinaan 
kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. 
Pembedaaan didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan 
misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan 
dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana 
penjara dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), kejahatan dengan 
ancaman hukuman yang berat (pidana penjara seumur hidup, pidana 
penjara lebih dari tiga bulan), recidive, berdasarkan kemampuan dan 
kepribadian narapidana masing-masing. Intensitas Pembinaan 
kepribadian antara narapidana recidive dengan narapidana yang lain 
juga tidak sama. Pembinaan terhadap recidive dilakukan secara 
intensif daripada narapidananarapidana yang lain. Pembinaan 
dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling, pemberian 
materi tentang pengenalan kepribadian, pemberian motivasi 
terhadap narapidana dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar 
narapidana recidive dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, 
memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi 
perbuatannya.27 
                                                          
27 Ibid. 
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2.8 Teori Efektivitas Hukum 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi 
hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya 
untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 
terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di 
dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai 
a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana 
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah 
pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam 
pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan 
proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 
“Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Kita 
akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 
Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi 
kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya 
karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada 
kepentingannya”.28   
 
Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 
Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum 
atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama, Substansi Hukum: 
Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem 
                                                          
 28 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 
2009, Hlm. 375 
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substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 
sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau 
aturan baru yang mereka susun. 
a. Subsantsi Hukum (legal substance) 
  Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan 
perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Di dalam subtansi 
hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun 
dan baru di buat yang mana disini di tekankan pada suatu hukum akan 
di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada 
KUHP pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang 
dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sistem ini 
sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi 
seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan 
yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi 
di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem sehingga para 
pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi 
hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 
aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai 
negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem 
Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan 
juga telah menganut Common Law). 
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b. Struktur Hukum (legal structure) 
  Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari 
sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-
batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, 
jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang 
digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan 
badan legislative. 
  Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur 
Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini 
disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya 
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU 
No. 8 Tahun 1981 meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 
Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak 
hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan 
atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, 
kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan 
perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak 
hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya 
mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang 
mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 
 
40 
 
diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses 
rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat 
dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting 
dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian 
juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum 
baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 
c. Budaya Hukum (legal culture) 
  Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran 
sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman 
merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang 
ada hubungan dengan hukum dan sistem hokum. Berikut sikap-sikap 
dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun 
negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian 
juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah 
bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan 
budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan 
bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam 
kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat 
dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan 
sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam 
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masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.29 
 
                                                          
 29 Jimmy Yansen Nainggolan,Teori Sistem Hukum, https://jimmyyansennainggolan.files.
wordpress.com, diakses 5 januari 2020 
